
 
 
  

BBUUPPAATTII  KKAABBUUPPAATTEENN  TTAANNJJUUNNGG  JJAABBUUNNGG  TTIIMMUURR  
 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 
NOMOR : 01 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENGELUARAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 
 

Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan pasal 105A 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Tanjung Jabung Timur tentang Pengeluaran 
Bellanja Daerah mendahului Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia) Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undan 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 



Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor 
81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969);  

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286; 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tangung Jawab Keuangan 
negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pegawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
01). 

 
Memperhatikan : Surat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 170/29/DPRD tanggal 19 Januari 2011 
Perihal Persetujuan Mendahului Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur Tahun Anggaran 2011. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

TENTANG PENGELUARAN BELANJA DAERAH 
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 
ANGGARAN 2011 

 



Pasal 1 
 

Rincian Pengeluaran Belanja Dearah Mendahului Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini. 
 

Pasal 2 
 
Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Dearah Mendahului Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 agar dicantumkan dalam 
Peraturan Daerah tentan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011. 
 

Pasal 3 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
 
 

Ditetapkan di : Muara Sabak 
Pada tanggal : 24 Januari 2011 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

 
dto 

 
H. ABDULLAH HICH 

 
Diundangkan di : Muara Sabak 
Pada tanggal : 24 Januari 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 
 
 dto 
 

H. DARMINTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
TAHUN 2011 NOMOR 01 



 


